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KPAI MINTA PEMERINTAH PATUHI KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selaku Komisi Negara Independen yang diberi mandat untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak merasa lega dan menyambut gembira atas keputusan Mahkamah Agung yang meolak kasasi Pemerintah dalam perkara gugatan pelaksanaan ujian nasional, dengan perintah untuk meniadakan ujian nasional bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

Untuk itu KPAI meminta agar pemerintah mematuhi keputusan MA tersebut, dengan tidak lagi menyelenggarakan ujian nasional pada tahun ajaran 2010 dan tahun-tahun berikutnya, sampai pemerintah memenuhi kewajibannya, yakni menyediakan standar pendidikan lainnya secara memadai.
Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan civil society  merupakan perintah yang sangat jelas  bahwa pelaksanaan ujian nasional  kehilangan pijakan hukum, oleh karena itu jangan dipaksakan untuk terus dipertahankan. Selain tidak berhubungan dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kualitas pendidikan, dalam konteks perspektif perlindungan anak, ujian nasional banyak menggangu tumbuh kembang anak dan melahirkan praktek kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung oleh Pemerintah akan menjadi contoh yang jelek di hadapan para siswa, remaja, dan anak-anak Indonesia. Bagaimana mungkin pemerintah yang harus menjadi panutan tetapi membangkang terhadap putusan institusi hukum?
KPAI mengusulkan, yang harus dilakukan sekarang adalah konsolidasi managemen pendidikan nasional untuk membangun system pendidikan nasional  yang memadai baik dari aspek filosofis, kontitusi, sosiologi, akademis dan psikologis, agar proses pendidikan mampu melahirkan manusia Indonesia yang berkualitas.

Serahkan evaluasi pendidikan kepada sekolah, karena evaluasi pendidikan merupakan kewenangan otonomi akademik para guru di sekolah, bukan kewenangan managemen pendidikan.  Untuk diperhatikan, bahwa pendidikan yang akan membawa perubahan adalah proses pendidikan yang dilakukan dengan 

penuh cinta, kasih sayang dan kegembiraan komponen pendidikan, bukan suasana tegang, tertekan, terancam, yang akhirnya melahirkan kebohongan, kecualasan, dan tindakan tidak terpuji lainnya.
Kepada Mahkamah Agung, KPAI menyampaikan apreasiai yang tinggi, karena hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi telah menjadi pertimbangan pengambilan keputusan, daripada pertimbangan managemen pemerintahan demi memenuhi target-target politis dan gengsi sektoral  yang diukur dengan angka-angka  tanpa  mempertimbangkan aspek psikologis anak-anak.
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